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Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN
(PRP) SYARIAH UNTUK LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

a5l edpdl 4l ey

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa stabilitas sistem keuangan yang kokoh diperlukan untuk
mendukung perekonomian nasional dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia.

b. bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas sistem keuangan, Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) memiliki mandat untuk menyelenggarakan
Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) apabila Presiden memutuskan
aktivasi program tersebut dalam kondisi krisis sistem keuangan.

¢. bahwa mandat bagi LPS untuk menyelenggarakan PRP mencakup semua
bank termasuk bank syariah.

d. bahwa LPS memerlukan pedoman dari aspek syariah dalam rangka
menyelenggarakan PRP bagi bank syariah.

e. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Syariah
untuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:
a. Q.S. al-Nisa’ (4): 59:
e o LA o3 U2 il bl 15aabel 15381 G301 G
“Hai orang yang beriman! Taatilah Allah dan tatatilah Rasul
(Muhammad) dan ulil amri di antara kalian.”

b. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:

- 35411 15857 13341 301 GG
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”
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Pedoman Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Syariah untuk LPS 2

c. Q.S. al-Isra’ (17): 34:

R I W
Nyia O 3@l Ol wgall a5l
“..Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungjawaban.”

d. Q.S. al-Nisa’ (4): 29:

2155 e Bl 63%5 1 ol s 85T 15RE ¥ 13341 Gl GG
“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

e. Q.S. al-Ma’idah (5): 2:
2 Gl 1533155153615 @1 e 153185 35 55315 )1 e 15350055,
Slall uk
“..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.”

f. Q.S. al-Bagarah (2): 280:
O5a1a3 K ) 83 55 158005 (Tpubduds ) Blah Bl 55 G 65
“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

g. Q.S. Yusuf (12): 72:
a5 4 T15 jlad Jax 45l 315 Al 1500 255015015
“(Penyeru-penyeru) itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan

barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh
bahan makanan (seberat) beban wunta, dan aku menjamin
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terhadapnya’.

2. Hadis Nabi s.a.w.:
a. Hadis Nabi riwayat al-Daraquthni dan al-Hakim dari Ka’b Ibn Malik:

&

e 58 35 3 42l 5 40k 3ad e 555 i ale 2 Lo 13N
“Sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah menyita harta Mu’adz dan
menjualnya untuk membayar utangnya.”

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Af“



Pedoman Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Syariah untuk LPS 3

b. Hadis Nabi riwayat imam Muslim dari Abu Sa’id al Khudri:

35 7B el Hlas 8 plies dale A o 4l o2y i3 G U5 e
Gl 3ath Latle 1805 g aale A Jio 4 Ul B3« ulbs
40la5a) i il Al oo ol Ug i OIS cass 2065 203 Al s e

25 80 Gl 305 s 1535
“Pada masa Rasulullah s.a.w. ada seseorang tertimpa musibah
(kerusakan) pada hasil tani yang ia beli, sehingga ia banyak utang
dan pailit. Rasulullah s.a.w. berkata, Bersedekahlah kepadanya’;
maka orang-orang pun bersedekah untuknya. Namun, sedekah itu
belum bisa melunasi semua utangnya. Akhirnya Rasulullah s.a.w.
berkata kepada para krediturnya: ‘Ambillah apa yang kalian dapati
(dari hartanya), dan tidak ada lagi untuk kalian selain itu’.”

c. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan imam Muslim dari Abu Hurairah:
il Ga s 51 548 Ly Anls 30601 255 285 511 (5T 1)
“Apabila sesorang mengalami pailit, sementara penjual (pemilik

piutang) menemukan barang yang dijualnya, maka ia lebih berhak
atas barang tersebut dibandingkan para kreditur lain.”

d. Hadis Nabi riwayat imam Malik, Abu Dawud dari Abu Bakar bin
Abdurrahman bin al Harits bin Hisyam:
Bi i e 425 ol aeds ly Aol ol Gulla 1252 315 25 L]
Bpad 01 Laliad 01 G 415 oty B5T 545 ity delis O35
lagadl
“Siapa saja menjual barang (kepada seseorang), lalu orang yang
membelinya jatuh pailit, sementara penjual belum menerima harga
barangnya sedikitpun, kemudian ia mendapati barang tersebut masih
utuh, maka ia lebih berhak dengan barang itu. Tetapi jika si pembeli

meninggal dunia, maka penjual barang bersekutu (menjadi sama
haknya) dengan para kreditur yang lain (terhadap barang tersebut).”

e. Hadis Nabi riwayat imam Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, Nasa'i,
dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi
s.a.w. bersabda:

Sl 33305 ga By 51215 0L 35015 alaally Zaalls callly Ll
Calis il oin CAGSI 136 g 135 «gl5dey Bl5ie Jhoy Yo il AIL15
| 103 513 pdla e 15h08

“(Penjualan) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum
dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan
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Pedoman Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Syariah untuk LPS 4

garam dengan garam, (jika dilakukan antara) yang berjenis sama,
(maka disyaratkan harus) sama ukurannya dan (diserahterimakan)
secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika
dilakukan secara tunai.”

f. Hadis Nabi riwayat imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi
s.a.w. bersabda:

(L2 o Ioaiss ¥p « yadd e o lsaad 5 Jiay o ) 3504 3501
32y

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama
(ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian
yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama
(ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian
yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak
tunai dengan yang tunai.”

g. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud:

3l ol il 3515 LB 3T auanil I Al 238006 ek 31 4k
U5l 2508 0 (s 2b Jabl aid (e 0k A5T BELN 3315 pablll
B85 ol Joiy & 2083 Bonds s 3 5h9 (folios ale 20 Jio LUl
eabL 305 (eabl G315 bl 4ulb auaslly it 4al ) Gl
o bl Uy 25 DED co0b (po 0h Jatlh o (o 2dd 3T SHEAN 3515

o LaSiig B85 i 1 ads oy BASE 4T ols ¥ ey iz 4
“Dari Ibn Umar r.a. ia berkata, dulu aku menjual unta di Baqi’. Aku
menjualnya dengan dinar dan kuambil pembayarannya dengan
dirham. Aku (juga) menjualnya dengan dirham dan kuambil
pembayarannya dengan dinar. Aku mengambil ini untuk itu, dan
memberi itu untuk ini (maksudnya: dinar dan dirham). Lalu aku
mendatangi Rasulullah s.a.w. Saat itu beliau sedang di rumah
Hafshah. Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sebentar, aku ingin
bertanya kepadamu, aku menjual unta di Baqi’. Aku menjualnya
dengan dinar dan menerima (pembayarannya) dengan dirham. Aku
(juga) menjualnya dengan dinar dan menerima (pembayarannya)
dengan dinar. Aku mengambil ini untuk itu, dan memberi itu untuk
ini.’ Rasulullah s.a.w. menjawab, ‘Tidak ada masalah jika kamu
menerimanya dengan harga di hari itu dan kalian berdua tidak

3 3

berpisah sementara masih ada sesuatu (yang belum dibayar) .

h. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari, imam Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu
Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:
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Pedoman Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Syariah untuk LPS 5

Aaklh o e Je 18057 250136 alls raih otk

“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang
mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu
dialihkan hak penagihan piutangnya (di-hawalah-kan) kepada pihak
yang mampu, terimalah.”

i. Hadis Nabi riwayat imam Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibnu Umar,
Nabi s.a.w. bersabda:

9&0 uLc 4 d.:o-\ OR
“Siapa saja yang dialihkan hak-nya kepada yang mampu maka dia
harus menerima pengalihan itu.”
j- Hadis Nabi riwayat al-Bukhari, imam Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah
dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:

Sl G1B Huaay 5255 O W15,85 o ass Aty aazdt eledi 511 e
.@\LY}&QJ‘:)&;,’

“Wajib atas seorang Muslim untuk mendengarkan dan taat (kepada
ulil amri) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia
disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat
kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.”

k. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al-Hakim dalam
al-Mustadrak yang menyatakan bahwa hadis ini shahih:

Aeill g g bk 5l € alag iy e :tmj;a@ﬁtgiwu;&‘é%
O3 el e s L._>\)_>L, Eiyal GLE) el 08 115083 (i 205 3205

.L”}.\.zijj ” pl;ujﬂb@.\.’cémuhaﬂ‘dw d\.a_% L,\m‘a_’

“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w., ketika memerintahkan
untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka
seraya mengatakan: ‘Wahai Nabiyallah, sesungguhnya engkau telah
memerintahkan untuk mengusir kami, sementara kami mempunyai
piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo.’ Maka Rasulullah
s.a.w. berkata: ‘Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat.’”

1. Hadits Nabi riwayat imam Muslim, beliau bersabda:

ﬁyuﬁwﬁﬁuﬁ‘ ¢Lud.“‘_v)suﬂ44)5piuﬁuscjé:}5
A3l o3k 1§ diadl 15k wiadl oe (3 4l Aalial

“Orang yang melepaskan kesulitan dari seorang muslim dari
kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari
kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)
menolong saudaranya.”
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Pedoman Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Syariah untuk LPS 6

m. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit r.a.,
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya
Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari
Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

SR IR
“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh

(pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain)
dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

n. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-
Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin
Amr bin ‘Aunr.a.:

e Gsalils s> 5T 51 30 535 Lo ) et G 33t5 2l

s 351510 235 by ) abosy s
“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat)
dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum
muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”

0. Hadis Nabi riwayat imam Muslim, dari ‘Aisyah dan dari Tsabit dari
Anas:

P83 2l Al QB

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.’

3. Ijma’ ulama tentang larangan bai’ al-dain bi al-dain:

3s3 .

a5 ¥ oL el &3 O Je 152305
“Para ulama telah konsensus bahwa bai’ ad-dain bi ad-dain itu
tidak dibolehkan.”
4. Kaidah Fikih:
Ladyies e 203 96 GTY) Sl cSeall g
“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.”

B il G deadl

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

sl maLhiall g

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang”
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Pedoman Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Syariah untuk LPS 7

&1 HA5, 203 Siall L
“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat
mungkin.”

O3 st T .
“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.”
Pl s Je2i8s awlilizg

“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari
mengambil kemaslahatan.”

“Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan.”
£l B Al S
“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adgzt kebiasaan sama dengan

sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak
bertentangan dengan syariat).”

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”
azs 13535 alall as 3505 R85
“Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ‘illah.”
sty bshe ageshl e plipfl (8l

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti
(mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat).”

aslially Tjta a5esl Je Sadll
“Kebijakan terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak)
kepada kemaslahatan (masyarakat).”

PUPL ST BN PN (RPN T H{
“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”
SYE SUPUNES [ w1 [ JERN
“Sesuatu yang menjadi tanggung jawab pihak lain (madin) laksana
harta yang hadir secara fisik.”
5. Mabda’ al-Ifta” DSN-MUI, antara lain:
s Wig (86T &) il 15891 sy 2531
“(Dasar penetapan fatwa) adalah mengambil pendapat yang lebih rajih

dan lebih maslahat jika memungkinkan. Jika tidak, maka mengambil
pendapat yang lebih maslahat (saja).”

G
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Pedoman Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Syariah untuk LPS 8

Memperhatikan : 1. Pendapat Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, Figh al-Islamy wa Adillatuhu,
Jilid 8. H. 121, 1985 M:

Yl o Je ol il (oAl igad gl 538 @SIR1 of (o8]l fpo3 T
a0

“Pengampu (kurator/washiy) yang ditetapkan oleh hakim atau negara
adalah seseorang yang ditunjuk oleh hakim atau negara untuk
mengawasi seseorang yang tidak cakap dalam pengelolaan harta.”

2. Dr. ‘Izzudin Muhammad Khaujah, editor: Dr. Abdu Sattar Abu Gudah,
al-Dalil al-Syar’i li al-Murabahah, Majmu’ah Dallah al-Barakah — al-
Amanah al-‘Ammah — li al-Hai"ah al-Syar’iyah al-Muwahhadah, cet. I,
tahun 1998, hal 18 tentang kebolehan pengalihan utang pembiayaan
dengan akad hawalah:

JE 2epda olhy ool agoliyn a8, A0 jludzn e &gl call)
Wlgo S (oo EU03 51 &l 055 ALl butiasyy 53T ) Jia2 &y 25351

Sl J Jaaatlp a8 A G S bl B asanali VS ez s 3
aie Ak wlys 25h11 o2 ol oG A 80 W15 cadall st (S s

Az
“Dewan pengawas syariah telah menelaah pertanyaan yang diajukan
oleh perusahaan asuransi syariah tentang hukum mengalihkan akad
murabahah dari satu nasabah ke pihak lain dengan sisa cicilannya.
Menurut Dewan pengawas syariah, pengalihan tersebut termasuk
hawalah dan bukan termasuk pengalihan murabahah, karena akad
murabahah antara perusahaan dengan nasabah yang pertama sudah
berakhir, dan akadnya tidak bisa dialihkan, tetapi yang mungkin adalah
mengalihkan kewajiban (iltizam) yang ditimbulkan akad murabahah
dengan akad hawalah.”

3. Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI No. 101 [11/4] tentang Bai al-
Dain:

g -2

i 2 (o 31 ke G Jind iy Gl A2 b J2 511 030N 1 55
A dudy A2 b 5 duds (o J554 185 035 5355 Y LS L)1 ] asliady
G Bal il 03 (s U5 (8 God ¥ o153 A [ 510 JISTL 01 s e

“Tidak boleh menjual piutang yang belum jatuh tempo kepada selain
debitur dengan uang yang dibayar tunai, baik mata uang sejenis atau
berbeda jenis, karena menyebabkan terjadinya riba. Begitu pula tidak
boleh menjual piutang dengan uang yang dibayar tidak tunai, baik
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Pedoman Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Syariah untuk LPS 9

dengan mata uang sejenis atau berbeda jenis, karena termasuk bai’ al-
kali® bi al-kali’* yang diharamkan menurut syariah. Larangan tersebut
berlaku pada piutang yang timbul dari akad qardh atau jual beli tangguh
(tidak tunai).”

4. Keputusan Nadwah al-Baraka (Qararat wa Taushiyat Nadawat al-

Barakah’, Al-Amanah al- Ammah li al-Hai at al-Syar’iyah), Jeddah, cet.
VII, 2006 M):
okl AR il 455 AaLall ed olGBA)1 H3iad e 3e5AaLl j5lall o
G 41301 3550 L1 Gon U3 BY 03301 3438 e BT 011 20315
Byl odh 3 (352 Jo « (ailaHI5 AT alebd (155 ux 15 ul> (e (30ATN
Il g 3 258 e Bl sl 636 6 o e iall

“Di antara bentuk-bentuk (transaksi) yang dilarang menurut Jumhur
Ulama Figh, di antaranya pendapat al-Syafi’iyyah, adalah menjual
piutang kepada selain debitur dengan harga (pembayaran) berupa uang
yang dibayar oleh pembeli yang lebih kecil jumlahnya dari nilai utang.
Karena transaksi ini merupakan salah satu bentuk riba karena terjadi
pertukaran dua mata uang sejenis (transaksi sharf) yang tidak memenuhi
unsur tamatsul (sama nilainya) dan taqabudh (tunai). Bentuk transaksi
yang dilarang ini tidak ada bedanya baik piutang itu ditimbulkan dari
akad qardh ataupun jual beli tidak tunai.”

5. Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI No. 158 [17/7] tentang Bai’
al-Dain:

“Di antara bentuk-bentuk bai’ al-dain yang dibolehkan adalah menjual
piutang dengan komoditas tertentu.”

6. Syams al-Din Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Qayyim
al-Jauziyyah, I'lam al-Muwagqqi ‘in ‘an Rabb al- ‘Alamin, Beirut: Dar al-
Fikr. 1977, Vol. I, Juz 111, h. 350:

309 .

A5 B3 ¥ ek et alafl cala 1§ o33 (300 a0l 530e 3
05 e dwdid 23 5T 4kl (e gladyl Gald bAlaks &Y 3 A0 54 5
I 5o 488 4y Cilis § 4300 2,51 (56 Y tdudl Jaay @331

4 3A5aT 51 LA 4y (A1 13] SUAS 5 <die

253 6 s A0 A1 3 Gl 5 JUIAN G e 501 54 5 33 1 (i Uzl
Bl OB s 435, A5 3 804aa ¥ 51 52 4l ¥ 5 5la8 ¥ 5 31 e p3laes §

n
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-\
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ABLAIAL 5 Lulis (e 835955 5 1 die £11 200, 0l (ulinsy
Pendapat Mazhab Imam Ahmad Ibn Hambal terkait modal mudharabah
berupa piutang (dain) ada 2 pandangan: Pandangan pertama
menyatakan bahwa menjadikan piutang sebagai modal usaha tidak
dibolehkan; pendapat ini merupakan pendapat popular (masyhur);
karena piutang berada dalam kekuasaan wmadin (debitur) dan
tanggungjawabnya, tidak mungkin debitur membebaskan diri dari
tanggunggjawab dengan melakukannya sendiri; ketika utang dianggap
selesai (dikeluarkan) dan diubah menjadi modal mudharabah, maka
status harta (utang) berubah menjadi amanah, dan ia terbebas dari
tanggungjawab,; begitu juga madin tidak terbebas dari tanggungjawab
karena membelanjakannya atau menyedakahkannya (atas perintah
da’in).”
“Pandangan kedua menyatakan bahwa menjadikan piutang sebagai
modal adalah boleh; dalilnya kuat; karena tidak ada dalil syar ‘i yang
melarang untuk membolehkannya, dan membolehkannya tidak
menyalahi ketentuan (kaidah) syari‘ah, tidak jatuh pada riba yang
dilarang, tidak jatuh pada judi (qimar), juga tidak jatuh pada jual-beli
gharar (yang diharamkan); melarang menjadikan piutang sebagai
modal usaha tidak sejalan dengan nilai-nilai baik dalam syari‘ah;
sebaliknya, membolehkannya merupakan nilai baik dan dikehendaki oleh
syariah.”

7. Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa-fatwa DSN-MUI:

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan;

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan
Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

d. Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi

(Ta'widh);

e. Fatwa DSN-MUI No: 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah
Mudharabah Konversi;

f. Fatwa DSN-MUI No: 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan
Syariah;

g. Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUV/IX/2017 tentang Akad Syirkah;
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h. Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad
Mudharababh;

i. Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil
sebagai 7a 'widh Akibat Wanprestasi;

j. Fatwa DSN-MUI No: 130/DSN-MUI/X/2019 tentang Pedoman bagi
Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau
Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan
Solvabilitas;

k. Fatwa DSN-MUI No: 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham;

1. Fatwa DSN-MUI No: 136/DSN-MUI/VII/2020 tentang Konversi,
Pengubahan, dan Pengalihan Aset-Liabilitas Bank Konvensional
menjadi Aset-Liabilitas Bank Syariah;

m.Fatwa DSN-MUI No: 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan
Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo;

n. Surat DSN-MUI No. B-0786/DSN-MUI/X/2022 tanggal 25 Oktober
2022 perihal Pernyataan Keselarasan Syariah terhadap Bail-In yang

Menjadi Kewenangan LPS dalam Penyelenggaraan Program
Restrukturisasi Perbankan (PRP) pada Bank Syariah.

8. Surat Permohonan Fatwa terkait Penyelenggaraan Program
Restrukturisasi Perbankan (PRP) pada Bank Syariah dari Lembaga
Penjaminan Simpanan (LPS) Nomor: S-32/ ADK1/2015 tanggal 19 Mei
2025.

9. Hasil Focus Group Discussion antara DSN-MUI dengan LPS tentang
Pembahasan Materi Fatwa Terkait Penyelenggaraan Program
Restrukturisasi Perbankan (PRP) pada Bank Syariah, pada tanggal 19-20
Juni 2025.

10. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia pada hari Jumat, 22 Muharram 1447 H/ 18 Juli
2025 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN (PRP) SYARIAH
UNTUK LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

Pertama : Ketentuan Umum
Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:
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1. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah
badan hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan memiliki
fungsi antara lain menjamin simpanan nasabah bank, melakukan
resolusi bank, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem
keuangan sesuai dengan kewenangannya;

2. Program Restrukturisasi Perbankan, yang selanjutnya disingkat PRP,

' adalah program yang diselenggarakan oleh LPS dalam kondisi krisis

sistem keuangan untuk menangani permasalahan bank yang

membahayakan perekonomian nasional, sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan penanganan
krisis sistem keuangan;

3. Bank Syariah Peserta PRP adalah Bank Syariah yang ditetapkan masuk
dalam PRP;

4. Al-Wishayah adalah pelimpahan wewenang oleh negara kepada
perseorangan atau badan hukum untuk menangani atau menyelesaikan
Bank Syariah Peserta PRP;

5. Hawalah adalah pengalihan kewajiban (utang) dan/atau hak
(piutang/aset) dari Bank Syariah Peserta PRP kepada pihak lain,
termasuk kepada Bank Penerima dan/atau Bank Perantara;

6. Iljarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang
atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau upah;

7. Bank Penerima adalah Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dari bank
konvensional yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset
dan/atau kewajiban Bank Syariah Peserta PRP;

8. Bank Perantara adalah bank umum syariah yang didirikan oleh LPS
untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan
sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani
LPS, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan
dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain;

9. Konversi Kewajiban Menjadi Modal (Bail-In) adalah konversi
kewajiban bank kepada kreditur tertentu menjadi modal bank;

10. Piutang yang Sudah Pasti adalah piutang atau hak yang berasal dari
perjanjian, dan/atau piutang yang sah milik Bank Syariah Peserta PRP
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

Kedua : Ketentuan Hukum
Penyelenggaraan PRP pada Bank Syariah Peserta PRP wajib dilaksanakan
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sesuai prinsip syariah dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam
Fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Penyelenggaraan PRP pada Bank Syariah

1. Penyelenggaraan PRP pada Bank Syariah tidak boleh bertentangan
dengan Prinsip Syariah, yaitu harus terhindar dari antara lain riba,
gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.

2. Negara melalui Undang-Undang memberikan mandat kepada LPS
untuk menyelenggarakan PRP sebagai perwujudan fungsi dari konsep
Al-Wishayah.

Dalam penyelenggaraan PRP LPS wajib berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kemaslahatan.

(5]

Keempat : Ketentuan tentang Pengelolaan Aset Bank Syariah Peserta PRP

1. LPS wajib berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No: 130/DSN-
MUI/X/72019 dalam melakukan:
a. pengelolaan dan restrukturisasi aset Bank Syariah Peserta PRP; dan
b. penjualan/pengalihan dan pelelangan aset Bank Syariah Peserta
PRP.

2. LPS wajib menggunakan akad sesuai dengan Prinsip Syariah dalam
melakukan pengalihan pengelolaan aset Bank Syariah Peserta PRP
kepada entitas yang bertanggung jawab dalam mengelola aset yang
ditunjuk oleh LPS, antara lain akad wakalah bil wujrah, ijarah,
atau ju ‘alah.

3. Penagihan Piutang yang Sudah Pasti melalui penerbitan surat paksa dan
penyitaan agunan/aset nasabah penerima fasilitas boleh dijalankan LPS
selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam restrukturisasi aset Bank Syariah Peserta PRP, LPS boleh
memberikan potongan pokok pembiayaan dan/atau selain pokok
pembiayaan dengan memperhatikan Prinsip Syariah, antara lain Fatwa
DSN-MUI No: 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang
Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo, dan karakteristik akad.

5. LPS boleh melakukan pengosongan tanah dan/atau bangunan yang
menjadi hak Bank Syariah Peserta PRP selama terdapat alasan yang
jelas dan bukti yang kuat bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut
merupakan hak bank, serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Kelima : Ketentuan tentang Peninjauan Ulang, Pengubahan, Pembatalan, dan
Pengakhiran Kontrak

1. LPS berwenang untuk meninjau ulang, mengubah, membatalkan
dan/atau mengakhiri setiap kontrak antara Bank Syariah Peserta PRP
dengan pihak ketiga yang menurut pertimbangan LPS merugikan Bank
Syariah Peserta PRP.

2. Pihak yang merasa dirugikan dari pelaksanaan kewenangan LPS
sebagaimana pada angka 1, boleh mengajukan gugatan dan upaya
pembuktian jika ada hak dan/atau kewajiban yang dilanggar.

Keenam : Ketentuan tentang Penyehatan Bank Syariah Peserta PRP

1. Pembebanan Kerugian pada Modal
LPS berwenang menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami
oleh Bank Syariah Peserta PRP untuk selanjutnya membebankan
kerugian dimaksud pada modal bank.

2. Konversi Kewajiban Bank Syariah Peserta PRP Menjadi Modal

Bank Syariah Peserta PRP (Bail-In)

a. Dalam penyelenggaraan PRP, LPS berwenang melakukan konversi
kewajiban Bank Syariah Peserta PRP kepada kreditur dan/atau
pemilik hak tertentu menjadi modal Bank Syariah Peserta PRP
(bail-in).

b. Konversi kewajiban menjadi modal (bail-in) bagi Bank Syariah
Peserta PRP dapat dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan
umum dalam kondisi krisis sistem keuangan.

c. Kewajiban Bank Syariah Peserta PRP kepada investor sukuk, baik
sukuk yang menimbulkan utang (dair) maupun yang masih memiliki
aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk (ushul al- shukuk), boleh
dikonversi menjadi modal karena kondisi darurat berdasarkan
peraturan perundang-undangan (dharurah syar’iyyah).

d. Dalam hal terdapat kewajiban Bank Syariah Peserta PRP kepada
kreditur/investor yang mengandung unsur riba, maka yang dapat
dialihkan menjadi modal hanya kewajiban pokok tidak termasuk
bunga dan denda.

3. Penyertaan Modal Sementara
Pelaksanaan Penyertaan Modal Sementara oleh LPS ke Bank Syariah
Peserta PRP wajib berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No: 135/DSN-
MULI/V/2020 tentang Saham.
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4. Pemberian Pembiayaan dan/atau Penjaminan Pembiayaan Bank
Syariah Peserta PRP
a. Dalam hal LPS memberikan pembiayaan kepada Bank Syariah
Peserta PRP yang mengalami permasalahan likuiditas, maka wajib
menggunakan akad sesuai dengan Prinsip Syariah.

b. Dalam hal LPS memberikan penjaminan atas pembiayaan yang
diterima Bank Syariah Peserta PRP, maka wajib berpedoman pada
Fatwa DSN-MUI No: 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan
Syariah.

5. Pengalihan Aset dan/atau Kewajiban Bank Syariah Peserta PRP

a. LPS dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset
dan/atau kewajiban Bank Syariah Peserta PRP kepada Bank
Penerima dan/atau Bank Perantara, tanpa harus memperoleh
persetujuan pemberi pembiayaan, penerima pembiayaan, dan/atau
pihak lain.

b. LPS dalam melakukan pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank
Syariah Peserta PRP sebagaimana dimaksud huruf a, dapat
menggunakan akad Hawalah sebagaimana dijelaskan pada Fatwa
DSN-MUI No: 130/DSN-MUI/X/2019.

c. LPS dalam melakukan penanganan bank melalui pengalihan
portofolio bank konvensional ke bank syariah, wajib berpedoman
pada Fatwa DSN-MUI No: 136/DSN-MUI/VII/2020 tentang
Konversi, Pengubahan dan Pengalihan Aset Liabilitas Bank
Konvensional menjadi Aset Liabilitas Bank Syariah.

6. Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah Peserta PRP
LPS dapat menggabungkan dua entitas Bank Syariah atau lebih menjadi
satu entitas, atau menggabungkan Bank Syariah dan Unit Usaha
Syariah pada bank konvensional, dengan entitas hasil penggabungan
wajib sesuai Prinsip Syariah.

Ketujuh : Ketentuan tentang Pembebanan Kerugian Bank Syariah Peserta PRP

1. Dalam penyelenggaraan PRP, LPS boleh membebankan kerugian
kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris atau organ lain yang
setara, dan/atau pemegang saham atau organ lain yang setara pada Bank
Syariah Peserta PRP dalam hal terdapat tindakan melanggar hukum
dan/atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bank yang dilakukan
oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris atau organ lain yang
setara, dan/atau pemegang saham atau organ lain yang setara.
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2. Pengenaan pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 1
wajib berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004
tentang Ganti Rugi (Ta'widh) dan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-
MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai 7a 'widh Akibat Wanprestasi
(at-Takalif al-Fi'liyyah an-Nasyi’ah ‘an an-Nukul).

Kedelapan ;" Ketentuan tentang Likuidasi
Penyelesaian Bank Syariah Peserta PRP dengan cara likuidasi wajib
berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No: 130/DSN-MUI/X/2019 tentang
Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan
Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami
Permasalahan Solvabilitas.

Kesembilan : Ketentuan Penutup

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah
dan peraturan perundang-undangan:

a. melalui musyawarah mufakat;

b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan
Arbitrase  Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
(BASYARNAS-MUI) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah
mufakat tidak tercapai.

2. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika di kemudian
hari ditemukan kekeliruan yang membutuhkan penyempurnaan akan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Jakarta
Tanggal : 22 Muharram 1447 H
18 Juli 2025 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA }(‘/

etua Sekretaris

K.H. M. ANWAR ISKANDAR DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.
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